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PENJABARAN HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN ATAS UPAH DAN WAKTU 




This study aims to identify and analyze the importance of normative Rights of workers, 
especially women workers. This study is an empirical law with a field study observation 
approach to the way to the destination research. data and data sources consist of primary 
legal materials, secondary law and tertiary legal materials were analyzed by using interviews 
with informants and respondents.
Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Labour, the protection 
of women workers to ensure the basic rights of workers, and ensure equality of opportunity 
and treatment without discrimination on the basis of apaun for the welfare of women workers 
and their families with regard to the progress the business world, the rules made in the 
company regulations that sesusi with the legislation in force will have an impact on the 
welfare of workers and the development of the company, as well as the rights and obligations 
of the parties between workers and the company shall set forth in writing and in detail, in 
order to no problems in the future.
Keywords: basic rights of women workers in conformity with human rights 
requirements.
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I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Permasalahan tenaga kerja banyak 
terjad perkembangan d Indonesa d 
dalam bdang usaha. Permntaan konsumen 
terhadap suatu barang yang begtu banyak 
membuat para pemlk perusahaan 
menngkatkan produksnya untuk memenuh 
permntaan para konsumenya. Perusahaan 
pun memnta kepada para pekerjanya untuk 
lebh menngkatkan knerjanya terutama 
dalam memproduks barang yang d pasarkan 
pada perusahaan tersebut. Perusahaan 
kebanyakan mempekerjakan tenaga kerja 
perempuan dalam perusahaannya, karena 
pekerja perempuan danggap lebh telt 
dalam bekerja.
Secara umum ketka suatu perusahaan 
yang d nla sangat berkembang pesat dalam 
bdang usahanya, dlhat dar perusahaan 
tersebut memproduks barang yang dpasarkan 
menngkat pesat.2 Memproduks barang 
tersebut membutuhkan tenaga kerja yang 
lebh banyak agar memproduks barang lebh 
cepat, tetap pada kenyataannya perusahaan 
tdak mempekerjakan pekerja terlalu banyak 
karena mempekerjakan pekerja terlalu 
banyak membuat pengeluaran perusahaan 
2 Mohammad Saleh dan Llk Mulyad, 2012, Seraut 
Wajah Pengadlan Hubungan Industral Indonesa, PT 
Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.37.
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menjad besar, jka mempekerjakan pekerja 
terlalu banyak maka upah yang dkeluarkan 
oleh perusahaan wajb sesua jumlah pekerja 
yang bekerja. Maka dar tu perusahaan 
semnmal mungkn mempekerjakan pekerja 
pada perusahaannya.
Perusahaan pun memberkan upah 
terhadap pekerja tdak terlalu besar, karena 
pemberan upah yang terlalu besar juga akan 
mengakbatkan pengeluaran perusahaan 
menjad besar, untuk tu perusahaan dalam 
merekrut pekerja perusahaan kebanyakan 
memlh pekerja perempuan yang tdak 
memlk penddkan tngg dan memlh 
pekerja perempuan yang tdak memlk 
keahlan, karena perusahaan menganggap 
jka pekerja perempuan tdak berpenddkan 
tngg dan tdak memlk keahlan maka 
pemberan upah terhadap pekerja perempuan 
tersebut dapat dmnmalkan dan pengeluaran 
perusahaan menjad kecl.
Permntaan barang yang cukup besar 
dan menngkat membuat para pekerja 
perempuan dtuntut untuk bekerja secara 
lebh, melebh jam kerjanya. Para pekerja 
perempuan pun tdak dapat berbuat apa karena 
mereka menganggap drnya memlk rasa 
tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal 
tersebut membuat para pekerja perempuan 
bekerja lembur dem tercapanya target 
produks d perusahaan tempat a bekerja.
Begtulah perusahaan memanajemen 
pengeluarannya. Hal tersebut sangat 
merugkan para pekerja khususnya pekerja 
perempuan. Para pekerja perempuan yang 
tdak memlk penddkan tngg maupun 
tdak memlk keahlan khusus dalam 
bekerja hanya dapat pasrah atau tdak 
dapat berbuat apa-apa ketka dalam bekerja 
para pekerja perempuan wajb lembur dan 
mendapatkan upah yang sangat tdak sesua 
dengan pekerjaan yang dlakukannya.3
Kehdupan yang cukup berat membuat 
perempuan bekerja dem mencukup 
kebutuhan hdup d dalam keluarganya. 
Pekerja perempuan rela bekerja hngga larut 
malam karena tuntutan perusahaan yang 
mengngnkan memproduks barang yang 
banyak karena penngkatan pemesannan 
barang cukup menngkat.4
Perusahaan tdak mensosalsaskan 
atau tdak membertahukan secara rnc 
mengena hak-hak pekerja perempuan d 
dalam perusahaan tersebut.5 Perusahaan 
hanya membertahukan mengena aturan-
aturan 
yang wajb dtaat oleh seluruh pekerja, 
maka dar tu para pekerja perempuan 
hanya mengetahu kewajbannya d dalam 
perusahaan tanpa mengetahu apa yang 
menjad hak-haknya sebaga pekerja, yang 
a ketahu hak nya yatu hanya upah saja.
Hal n sangat tdak sesua dengan 
Peraturan perundangan mengena  tenaga 
kerja perburuhan, yang dmana UU tenaga 
kerja Pasal 88 ayat (3) menyebutkan bahwa 
hak-hak pekerja dalam mendapatkan upah 
melput6 : upah mnmum bag pekerja; upah 
kerja lembur karyawan; upah tdak masuk 
kerja pegawa karena pekerja perempuan 
tersebut sedang tdak dapat bekerja; upah 
tdak masuk kerja karena melakukan 
3 Abdul.R.Salman, 2005, Hukum Bisnis Perusahaan, 
Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, hlm.26.
4 Adran Suted, 2011, Hukum Perburuhan, Snar 
Grafika, Jakarta, hlm.33.
5 Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan 
Usaha Di Indonesia, Kencana Prenada Meda Group, 
Jakarta, hlm.5.
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kegatan lan d luar pekerjaannya sesua 
yang dperjanjkan; upah menjalankan hak 
waktu strahatnya bag buruh; bentuk-
bentuk dan tata cara pembayaran upah bag 
pekerja; denda yang wajb dbayarkan dan 
potongan upah yang wajb dlaksanakan; hal-
hal yang dapat dperhtungkan dengan upah 
buruh; struktur skala pembayaran pemberan 
upah yang proposonal; gaj untuk sebaga 
pembayaran pesangon; upah dan gaj untuk 
perhtungan pajak penghaslan buruh.7
Para pekerja perempuan dalam waktu 
kerja juga memlk hak-haknya antara lan 
mendapat waktu cut, waktu strahat dan 
ketka pekerja perempuan bekerja hngga 
larut malam pun juga telah datur dengan bak 
dalam undang – undang ketenagakerjaan, 
namun perusahaan tdak melaksanakan s 
dalam undang-undang ketenagakerjaan 
tersebut. Hal n juga tdak berkesesuaan 
dengan Pasal 27 ayat (2)  UU Dasar Th 1945 
yang menyebutkan setap orang memlk 
hak-hak untuk  mendapatkan pekerjaan yang 
bak.8
2. Permasalahan
Berdasarkan uraan latar belakang n, 
maka terdapat 2 (dua) permasalahan yatu :
1. Apakah hak-hak normatf tenaga kerja 
perempuan atas upah dan waktu kerja 
d dalam suatu perusahaan?
2. Bagamanakah penjabaran hak tenaga 
kerja perempuan atas upah dan waktu 
kerja sesua dengan persyaratan HAM 




Memberkan de-de d dalam 
perkembangan lmu pengetahuan pada 
bdang lmu hukum ketenagakerjaan.
b. Tujuan Khusus
Untuk mengetahu hak-hak normatf 
tenaga kerja perempuan atas upah dan waktu 
kerja dalam suatu perusahaan, dan untuk 
mengetahu penjabaran hak tenaga kerja 
perempuan atas upah dan waktu kerja yang 
sesua dengan persyaratan HAM dalam 
Peraturan Perusahaan dan Perjanjan Kerja.
II. METODE PENELITIAN
Peneltan n menggunakan peneltan 
emprs. sfat peneltan menggunakan 
deskrptf yang memperjelaskan dengan 
jelas sfat masng – masng ndvdu,keadaan 
kelompok-kelompok tertentu, data sumber 
data yang dgunakan yakn data-data yang 
dgunakan  prmer yang bersumber dar 
peneltan lapangan yatu bak berupa dar 
responden maupun nforman.
III. PEMBAHASAN
Hak-hak normatf pekerja perempuan 
atas upah dan waktu kerja dalam suatu 
perusahaan. 
Pekerja perempuan memlk hak 
mendapatkan upah mnmum, mendapatkan 
upah kerja lembur ketka dalam bekerja 
melebh waktu yang dtentukan maka jam 
kerja tersebut termasuk jam kerja lembur, 
mendapat upah ketka pekerja jn kerja, 
mendapatkan upah berhalangan kerja ketka 
pekerja perempuan melakukan kegatan lan 
atau tugas lan yang dberkan perusahaan 
d luar pekerjaan yang telah dsepakat, 
6 Lhat UU Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (3).
7 Aloysus Uwyono, dkk, 2014, Asas-asas Hukum 
Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm.27.
8 Lhat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).
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mendapatkan gaj yang sedang menunakan 
jam strahat, waktu trahat sangat pentng 
karena mengngat pekerja perempuan 
memiliki fisik yang berbeda dengan 
pekerja lak-lak, mendapatkan pembayaran 
pesangon, upah untuk penghtungan pajak 
penghaslan.9
Hak normatf mengena waktu kerja, 
Pasal 76 UU tenaga kerja menyebutkan 
antara jam sebelas malam sampa dengan 
jam tujuh pag wanta yang berumur kurang 
dar 18 Th dlarang bekerja karena akan 
membahayakan kesehatan serta keselamatan 
fungs reproduksnya. Apabla ada 
perusahaan yang mempekerjakan perempuan 
antara pukul dua puluh tga petang sampa 
dengan jam tujuh pag maka perusahaan 
berkewajban memenuh makan serta mnum 
yang sehat serta perusahaan wajb mejamn 
keselamatan pekerja perempuan pada saat 
bekerja pada malam har dengan waktu yang 
telah dtentukan, dan perusahaan wajb pula 
menyedakan angkutan antar jemput bag 
pekerja perempuannya yang pulang bekerja 
antara pukul sebelas petang malam sampa 
dengan pukul lma pag.10
Perusahaan wajb memberkan waktu 
strahat, yang dmana waktu strahat sangat 
pentng bag pekerja karena strahat dapat 
mengembalkan kesegaran para pekerja 
perempuan yang lelah melakukan kegatan 
dalam bekerja, waktu strahat juga dapat 
menghlangkan kejenuhan saat bekerja.11
Adapun waktu strahat dan waktu cut 
lannya antara lan strahat antara waktu 
kerja, strahat mngguan, cut tahunan, 
strahat panjang,cut had,cut haml,cut 
keguguran kandungan.
Mempekerjakan perempuan dalam 
perusahaan tdaklah mudah karena secara 
fisik sangat berbeda dengan laki-laki, yang 
lebh utama kesuslaan pekerja perempuan 
wajb djaga terutama saat bekerja pada 
malam har.12 Pada umumnya waktu kerja 
yang dlaksanakan dalam praktk adalah 
7/jam  perhar atau 42 /jam per mnggu 
atau 6 har kerja dalam satu mnggu atau 
delapan jam per har atau empat puluh jam 
per mnggu untuk delapan har kerja dalam 
satu mnggu.13 UU HAM Nomor 39 Th 1999 
juga menyebutkan perempuan dalam bekerja 
memlk kesempatan untuk memlh maupun 
dplh serta dangkat dalam pekerjaannya 
maupun dalam jabatannya berkesesuaan 
peraturan dan persyaratan perempuan juga 
dlndung yang sangat bak untuk kegatan 
pekerjaannya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam kesehatan serta keselamatan 
yang mempengaruh reproduksnya, adapun 
sangat dekat dalam perempuan dkarenakan 
reproduks perempuan sangat dperhatkan 
serta mendapat perlndungan  hukum pada 
negara.14
Perusahaan membuat peraturan 
mnmal memuat hak dan keharusan para 
phak antara pekerja dan pengusaha, 
9 Imam Sjahputra, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, 
Harvarndo, Jakarta, hlm.29.
10 Purwanto, dkk, 2005, Hukum Perburuhan Bidang 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Badan Penerbt 
Fakultas Hukum Unbverstas Indonesa, Jakarta, 
hlm.29.
11 Asr Wjayant, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34.
12 Ahmad Mru, 2010, Hukum Kontrak Perancangan 
Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.145.
13 Zaen Asyhade, 2007, Hukum Kerja Ketenagakerjaan 
Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo, Persada, 
Jakarta, hlm.5.
14 Lhat Undang-undang HAM Pasal 49 ayat (1), (2), 
(3).
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memuat syarat-syarat kerja, memuat aturan 
perusahaan yang wajb dtaat untuk para 
phak serta jangka waktu berlakunya 
peraturan perusahaan n telah datur dalam 
Pasal 111 ayat (1) UU Keterjaan.15 Masa 
berlakunya suatu peraturan tersebut palng 
lama 2 (dua) th dan harus dperbaharu 
setelah selesa jangka berlakunya peraturan 
tersebut.16  Jka aturan perusahaan telah dbuat 
sesua dengan perundangan maka Peraturan 
Perusahaan tersebut dapat dkatakan telah 
memenuh persyaratan HAM.17
Perjanjan Kerja dbuat apabla adanya 
hubungan kerja, adapun beberapa unsur 
hubungan kerja yang dmaksud yakn :18 
adanya unsur work atau pekerjaan, adanya 
unsur perntah (command), adanya upah 
(pay). Perjanjan kerja wajb memenuh 
syarat-syarat sah nya perjanjan sebagamana 
telah datur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
yang menyebutkan bahwa perjanjan dbuat 
adanya kesepakatan yang telah mengkatkan 
drnya, para phak yang membuat perjanjan 
wajb cakap dalam hukum, perjanjan dbuat 
karena suatu hal tertentu, dank arena adanya 
suatu sebab yang halal. Pasal 52 ayat (1) UU 
tenagakerja menngatakan sah nya perkatan 
apabla kedua belah phak telah sepakat, 
adanya kecakapan hukum dalam bertndak 
mengena perbuatan hukum, adanya jens 
pekerjaan yang sesua telah dsepakat, 
pekerjaan  tdak boleh melanggar peraturan 
secara umum, dan ketentuan perundangan 
lannya.19
Kesepakatan kerja tertuang nama 
lengap sesua KTP ,alamat kedaman dan 
bentuk usaha pada perusahaan, nama terang, 
jens kelamn dan alamat tempat tnggal 
buruh, jabatan dan jens pekerjaan, tempat 
pekerjaan, upah yang dterma pekerja 
beserta cara pembayaran upahnya, wajb 
berskan persyaratan kerja yang memuat 
hak dan kewajban buruh dan majkan, mula 
masa waktu berlakunya perkatan kerja yang 
telah dbuat, berskan tanggal dan tempat 
dmana perjanjan kerja tersebut dbuat, serta 
tak lupa berskan tanda tangan para phak 
antara peketja dengan pengusaha.20
Pembuatan perjanjan kerja tdak 
membolehkan adanya masa percobaan 
dalam perjanjan kerja untuk waktu tertentu 
karena perjanjan kerja relatf sangat sngkat, 
dalam keadaan percobaan pengusaha tdak 
dperbolehkan memberkan uang lebh 
rendah dar UM (upah mnmum) yang 
ada datur dalam aturan perundangan yang 
berlaku.21
Pasal 59 pada ayat (1) undang-undang 
tenagakerja bahwa perkatan kerja untuk 
jangka waktu tertentu dbuat untuk masa 
waktu tertentu juga ,yang dmaksud dengan 
pasal 59 d atas yatu perjanjan yang hanya 
sekal dan bersfat sementara,pekerjaan yang 
15 Lhat Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat 
(1).
16 Sylva Dw Iswar, 2014, Apa Hak Kamu Sebagai 
Karyawan Kontrak, Membuka Tabir Hak dan 
Kewajiban Karyawan Dalam Perusahan, Lembar 
Langt Indonesa, Jawa Barat, hlm.7.
17 Edde Sus Ryad, 2008, Hak Asasi Manusia, ELSAM, 
Jakarta, hlm.6.
18  Lalu Husn, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.142.
19 Aref Kusuma, Perlindungan Tenaga Kerja http:/
jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/YTustisia/article/
viewfile/335/313, d akses 30 Agustus 2014.
20 Dew, 2011, Keadilan Bagi Buruh, http://www.
academa.edu/5634699, d akses 29 Agustus 2014.
21 Agusmdah, 2010, Dinamika dan Kajian Teori Hukum 
Ketenagakerjaan Indonesia, Ghala Indonesa, Bogor, 
hlm.33.
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dapat dgambarkan selesa dengan waktu 
tempo yang sngkat  dan selesa dalam jangka 
tga (3) th, pekerjaan yang memlk sfat 
hanya musman, sfat kerja yang memlk 
hubungan dengan produks terbaru, memlk 
kegatan  atas jens produk tambahan yang 
baru  dalam percobaan.22
Kewajban-kewajban para phak yang 
tertuls dalam perjanjan kerja Pasal 1603, 
1603 a, 1603 b, dan 1603 c KUHPerdata 
menyebutkan bahwa pekerja wajb 
melakukan pekerjaannya sendr dan mandr 
meskpun dengan sejn pengusaha dapat 
dwaklkan, pekerja berkewajban mentaat 
aturan dan petunjuk perusahaan dalam 
melakukan kegatan pekerjaannya, apabla 
pekerja melakukan hal yang merugkan 
perusahaan maka pekerja wajb membayar 
gant rug atau denda.23
Kewajban pengusaha membayar upah 
terhadap pekerja yang telah melaksanakan 
kewajbanya dalam bekerja, wajb 
memberkan cut terhadap pekerja, mengurus 
perawatan dan pengobatan pekerja yang 
pekerja bertempat tnggal satu rumah 
dengan majkannya, dan pengusaha wajb 
membuat surat keterangan yang dbubuh 
tanda tangan pengusaha yang dalam surat 
keterangan berskan sfat pekerjaan yang 
harus dlakukan pekerja, lamanya pekerja 
harus bekerja,surat keterangan juga dberkan 
meskpun nsatf ada pemutusan hubungan 
kerja yang datangnya dar phak ketga, 
karena hal tersebut sangat pentng sebaga 
22 Artad dan Ra Asmara Putra, 2014, Implementasi 
Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam 
Perancangan Kontrak, Udayana Unversty Press, 
Denpasar, hlm.57.
23 Payaman Smanjuntak, 2009, Manajemen Hubungan 
Industrial, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.36.
bekal pekerja jka suatu saat nant pekerja 




Adapun smpulan yang dapat d tark 
yakn sebaga berkut:
1) Perusahaan memlk peraturan 
perusahaan masng-masng,peraturan 
tersubut dbuat sephak oleh 
perusahaan. Peraturan perusahaan 
wajb dtaat oleh seluruh pekerja, 
apabla pembuatan peraturan 
perusahaan tersebut berkesesuaan 
dengan aturan perundangan yang ada, 
maka aturan perusahaan tersebut telah 
memenuh persyaratan HAM.
2) Subyek kerja dalam hubungan kerja 
pada hakkatnya merupakan nt dar 
perkatan kerja, dan yang menjad obyek 
dalam kesepakatan kerja yakn tenaga 
kerja yang telah melekat pada pekerja 
perempuan, atas dasar dar tenaga 
yang telah dkeluarkan oleh pekerja 
maka pekerja berhak mendapatkan 
upah yang telah dperjanjkan dalam 
aturan kesepakatan kerja.25 Kewajban 
serta hak-hak para phak wajb tertuls 
secara rnc untuk perkatan kerja dan 
tdak bsa melanggar dengan peraturan 
perburuhan Apabla dalam pembuatan 
perjanjan kerja telah sesua dengan 
24 Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara 
Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche 
Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.
25 Adsu Edytus, 2008, Hak-hak Para Karyawan Atas 
Gaji, Upah  dan Pedoman dalam  Menghitung, Lembar 
Langt IOndonesa, Jawa Barat, hlm.46.
380
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 375 - 382
undang-undang yang berlaku maka 
memenuh persyaratan HAM.
2.  Saran
 Dar pembahasan n adapun saran-saran 
yang bsa dapat dberkan dalam tulsan n:
1). Saran untuk phak perusahaan
Meskpun perjanjan dbuat secara sephak 
oleh perusahaan yang telah berbentuk 
perjanjan baku, agar tdak melupakan asas 
kebebasan berkontrak setdak-tdaknya phak 
pekerja dapat dberkan kesempatan untuk 
mengajukan kengnann dan asprasnya. 
peraturan perusaan dan perjanjan kerja 
sebaknya dbuat dengan jelas apa yang 
menjad hak dan kewajban pekerja dan apa 
yang menjad hak dan kewajban perusahaan 
serta perusahaan sebaknya mensosalsaskan 
kepada pekerja perempuan mengena hak-
hak apa saja yang wajb dperoleh saat 
pekerja perempuan bekerja mengngat secara 
fisik berbeda dengan pekerja laki-laki, serta 
fungs reproduks yang sangat dlndung 
oleh hukum.
2). Saran untuk phak Dnas Tenaga Kerja
Dharapkan lebh merespon serta lebh 
mengambl tndakan terhadap perusahaan 
yang mempekerjakan pekerja perempuan 
yang tdak sesua dengan peraturan 
perburuhan yang berlaku agar UU 
Tenagakerja dan perundangan lannya yang 
khususnya berkatan dengan pemberan upah 
dan waktu kerja terhadap pekerja perempuan 
dapat dmplementaskan dengan bak d 
masyarakat. Dan dharapkan pula dapat 
memberkan perlndungan-perlndungan 
dalam hukum khususnya terhadap karyawan 
perempuan  dapat dengan melalu pendaftaran 
Peraturan dalam perusahaan dan Perjanjan. 
Bag Dnas Krjaan serta mensosalsaskan 
mengena aturan perundangan dalam bdang 
perburuhan dan adanya pemerksaan pada 
seluruh perkantoran danlebh menegakkan 
sanks untuk perusahan yang telah dengan 
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